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asuki paruh kedua dar satu  abag

: i ketiga unsur di at
ak sckali bahwa di antara _ as,
kemerdckaannys, /AP m adalah yang paling kurang diperhatikan,

huku Y
pembangunan budaya dari para pembuat keputusan politik di negerj

keeenderungan
Bahkan, ada  data Eu antitas peraturan perundang-undangan yang telah

satunya indikator yang valid dalam menguky,
asional. Ini berarti banyaknya produk hukum
lasi positif dengan kemajuan sistem hukum

Tatkala Indonesia mem

ini untuk menunju
dihasilkan scbagai satu-
pembangunan sistem hukum n
yang telah ditelurkan berkore

Indoncsgzbstansi hukum dan struktur hukum tentu saja merupakan
! o donesia, tetapi tentu saja ity
ting dalam pilar sistem hukum In . _

penopafig pe? 13 kum juga menjadi aspek yang tidak boleh dilupakan,

; _Budaya hu - -
tidak cukup. Buday tor ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan

tru pembangunan di sek
i:iadaf mcngugbah atau menambah produk hukum dan membangun pranata

jalankannya. ,
yang m?;él;]ka: terjaﬁi peristiwa 12-14 Mei 19?8, banya'k' pl'hak yang tic'ia#
dapat mengerti tentang betapa rapuhnya tingkat disiplin bangsa ini,
Anarkisme yang membabi buta itu seperti memp'ertonton'kan betapa budaya
hukum Indonesia demikian keroposnya. Bahkan, jauh hari setelah kerusuhan
sosial dan rasial itu reda, tetap saja tersisa sampai sekarang kesan yang
mendalam tentang lambannya kesadaran aparat penegak hukum kita dalam
mengambil langkah-langkah konkret. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
untuk mengusut sebab dan akibat kerusuhan itu memang telah dibentuk oleh
pemerintah, namun rekomendasi yang diberikan TGPF itu sendiri tidak
pemah ditindaklanjuti. Struktur hukum kita seakan-akan lumpuh total atau
sama sekali tidak peduli, dengan anggapan permasalahan demikian toh akan
diselesaikan dengan sendirinya oleh waktu!

Hustrasi di atas hanya mengungkapkan satu fenomena dari sekian
banyak kejadian kasat mata di negeri ini. Semua merefleksikan tentang
ketidakefektifan sistem hukum Indonesia, khususnya kerapuhan budaya
hukum kita dalam menyikapi aneka ragam pelanggaran hukum itu. Budaya
hukum yang tidak terbangun secara sehat itu telah sedikit demi sedikit
menggerogoti keberadaan substansi dan struktur hukum yang ada. Artinya,
makin banyak substansi hukum yang hanya berlaku secara filosofis dan
yuridis, tetapi tidak bergigi ketika diaplikasikan secara sosiologis. Demikian
juga, makin banyak pranata hukum yang tidak lagi berfungsi seperti yang
didesainkan semula, Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) menjadi
kehilangan maknanya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, dan sebagai
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(g;ntinya, (;‘;111%4 )mulai beralih ke Komisi Nasiona] Hak Asasi Manusia
omnas atau Ya
(VLBHD, yasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Arah pembahasan tulisan inj tenty s
sekadar menunjuk pada gejala dan fakta

sistem hukum Inc!o'nesm. Untuk. 1tu, yang lebih penting untuk disinggung di
sim1 adalah analisis yang lebih komprehensif untuk mencari alternatif
p.eme.cah.an mengatasi kemelut yang terjadi, dalam upaya membangun
kfneqa sistem hukum nasional kita ke arah yang lebih baik. Perspektif yang
ditawarkan dalam analisis berikut adalah berupa pendekatan strategi
kebudayaan, mengingat budaya hukum yang ingin dibangun itu pada
dasarnya merupakan pengejawantahan kebudayaan juga.

Urutan pembahasan berikut akan dimulai dar; pengertian beberapa
konsep. pokok, yaitu pengertian kebudayaan dan strategi kebudayaan, baru
kemudian dilanjutkan pada fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari
strategi kebudayaan itu. Pada bagian terakhir akan diberikan beberapa

rekomendasi, antara lain berupa langkah penting untuk memulai penelitian
terhadap orientasi nilai budaya bangsa Indonesia.

aja tidak akan produktif apabila
yang melingkupi perkembangan

II. KEBUDAYAAN DAN STRATEGI KEBUDAYAAN

Kebudayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai manifestasi
kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang (van Peursen, 1985: 10).
Tentu saja, kalimat tersebut belum cukup jelas untuk mengartikan
kebudayaan. Salah satu kendala yang membuatnya tidak cukup jelas adalah
karena keluasan konsep kebudayaan itu sendiri.

Pengertian kebudayaan rupanya telah bergeser dani yang dulu
dianggap sebagai kata benda (statis), sekarang telah berubah menjadi kata
kerja (dinamis). Untuk menggambarkan konsep kebudayaan itu secara lebih
jelas, sehingga terkesan aspek statis dan dinamisnya, dapatlah disebutkan
tujuh unsur universal yang terkandung dalam kebudayaan itu, yaitu: (1)
sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi
kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6} sistem
mata pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan peralatan,
Selanjutnya, ketujuh unsur itu lalu mewujud dalam tiga macam fenomena,
yaitu: (1) suatu kompleks ide, nilai, dan norma, (2) kompleks aktivitas
kelakuan berpola, dan (3) benda-benda hasil karya manusia
(Koentjaraningrat, 1985: 2-8). Di sini tampak bahwa, wujud pertama dan
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ketiga lebili bersifat statis, sementara dinamikanya tercermin dari wujud
yang kedua.

Konscp yang
yang kemudian direduksi oleh

lebih nicnarik lagi disampaikan olrfh Bemnardo Bernadi,
Soerjanto Poespowardojo, dengan membag;

fenomena kebudayaan dalam empat faktor da§ar, yalt.u:7 ( 8l) c}:)mlzr](?pos, (2)
oikos, (3) tekne, dan (4) ethnos (POCSpO?’Val'dO_]O 1993: 7- d)'. enu lshqa]am
tulisan ini akan meneoba mengelaboras] keempat fal.<t0r di atas, sehingga
sceara redaksional tidak lagi sepenuhnya mengikuti uraian Bemnadi dan

Soerjanto. . _
’ Faktor anthropos berkaitan dengan manusia. Pada dasarnya manusia
dah selesai dan sempurna. Artinya,

k rasional yang su , Lo
bukanlah mahlu Y buat dunianya menjadi lebih

manusia perlu berkarya agar dapat membuat Qu _
bermakna. Potensi manusia inilah yang menjadikannya sebagar agen

kebudayaan. Hanya manusia yang sanggup berkebudayaan, karena dialah
ikan dan memanfaatkan simbol-simbol dalam

mampu mengkreas :
yang P dak berlebihan apabila Emst Cassirer menyebut

kehidupannya. Rasanya ti :
e bolicum (Cassirer, 1977: 3).

manusia sebagai animal sym . &
Otkos adalah universum kosmis, yakni lingkungan alam tempat

manusia melakukan proses kreativitasnya. Lingkungan inilah yang menjadi
medan perjuangan manusia, sehingga muncul hubungan struktural antara
manusia dan alam sekitamya. Dengan demikian kebudayaan diberi
konteksnya dalam jagad alam semesta. Kebudayaan hanya mungkin eksis
selama manusia terikat dalam konteks ruang dan waktu di dunia.

Faktor ketiga adalah fekne, yaitu peralatan yang digunakan manusia
untuk membantunya mengolah kehidupan ini. Sejak lama manusia sudah
melihat teknologi sebagai wujud konkret dari kebudayaan itu. Seberapa
cepat perubahan kebudayaan manusia, sangat dipengaruhi oleh seberapa
besar akses yang diserap seseorang atau sekelompok orang terhadap
teknologi yang menimpanya.

Faktor terakhir adalah etinos, yaitu manusia sebagai komunitas.
Kebudayaan pada dasarnya merupakan produk komunal. Ia lahir sebagai
hasil interaksi individu-individu yang mendukungnya, Karena lahir dari
kolektivitas, maka kebudayaan akan dikembalikan kepada kolektivitas itu
juga, yang antara lain dituangkan dalam jalinan nilai-nilai yang mengatur
tatanan kehidupan masyarakat tersebut. |

Kebudayaan dengan demikian memiliki dua sisi yang saling
bersitegang. Di satu sisi kebudayaan mengajarkan manusia untuk
memelibara nilai-nilai yang ada. Di sisi lain, kebudayaan juga membuka diri
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ERAH
- Dalam periodisasi filsafat
o dari jiwa kanak-kanaknya_- . C .
pendewasaan Lnanusl? ddis ibutkﬂn oleh Comte ini antara lain ditandai oleh
kedua yaig ahkan segala sesuaty

j aissance. tidak lagi menyer . s
Jpa;il;lsall{a(l:ll;nnya kepada kekuatan supranatur]s:l. y?:f nzc]l:;sd;at; itu,
melainkan memulangkannya pada .daya abst'rzll( si ta tu[an_mmita :«‘)cara
mandiri. Daya kritis ini secara luar biasa mclahtr afn un.rli et di{}.him.
Nilai-nilai yang bertumpt pada keluarga, pa.da ase 1 a.l an

i negara (Comte, 1974: 637-

kepada unit masyarakat yang lebih Iuas, yakn
738).

Barat, fasc '
Manusia

mte dianggap sebagai puncak

ia adalah tahap positif. Di sini manusia tidak lagi
&iﬁ(uer?;zi?lggaga(ﬁa:sfgsi-asumsi yang adikodrati dan metafisik, tetapi te?ah
sampai kepada pcngertian—pengertian yang konkret dengar} pembuktian
melalui metode positivisme, yaitu pengam_atan (observam),.p.ercobaar.]
(eksperimen), dan perbandingan (koplpar_aSI)._ Dalam fase 1ni, fllngs1
aparatur negara telah berkurang dan diambil allh_ ol_eh_ kaum ccndel.qaw-an
lai-nilai yang patut diyakini

dan industrialis. Merekalah yang menen.tukan ni | .
manusia, dengan dasar kepentingan bagl seluruh umat manusia (humanisme

dan universalisme). .
Tentu saja muncu] banyak sanggahan terhadap “hukum tiga tahap”

di atas. Satu pertanyaan yang paling pertama diajukan adalah apakah
tahapan itu bergerak secara linear dan bersifat tertutup? Pertanyaan ini
t sejarah telah mencatat bahwa fase-

sangat penting diutarakan, menginga
dak persis dapat dibuktikan secara

fase yang disebutkan oleh Comte itu ti
timologis berarti kelahiran kembali,

faktual. Renaissance, misalnya, secara €
kembali tradisi berpikir bebas era

yakni keinginan untuk menghidupkan
Hellenisme. Dengan demikian berarti fase positif itu sendiri sebenamya

sudah Jama dimulai sebelum Comte ada. Artinya, pada fase teologi, juga
berkembang nilai-nilai metafisis dan positif, demikian juga sebaliknya.
“Hukum tiga tahap” dari Comte ini akan lebih menarik apabila
dalam tulisan ini juga diperbandingkan dengan periodisasi yang diberikan
oleh van Peursen. Pola berpikir dari Peursen ini sekaligus akan dipakai
untuk menganalisis tesis penulis yang dikemukakan dalam artikel ini, bahwa
hukum pun dapat difungsionalisasikan sebagai suatu strategi kebudayaan.
.Seperti disebutkan di atas, fase pertama perkembangan kebudayaan
manusia, menurut Peursen, adalah mistis atau mitologis. Sama seperti
Comte, Peursen menyatakan bahwa pada fase ini manusia seperti terkepung
oleh kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitammya. Persis seperti yang

Fase terakhir, Yans oleh Co
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' anusia scbena
Dari setiap fase pckembangan kebudayaan itu, manus mya

- aling tepat dalam
o : un kebijakan yang pd '
memiliki altematif untuk mcn)’USdiSCbUt ;cbagai sirategi kebudayaan itu,

ikapinya. [uilah yang lazim . ‘ N .
II‘ilcclllr)s,::n I:11c}1}1gatakan, scbetulnya stratcgl )kcbrlidat}ruaa;lle:;;ﬂa;uizbﬂzr;s:;];
i icy) tericn

sun suatu kebijakan (polf'cy . ~
l(];lcll{:scl:c?;lgs 19). Di belakang kebijakan 1tu sela'lu terp:lzzru:ilaas;;;};t
’ il Juas | erti: bagaimana
ah yang lebih luas Jangkauannyfl, sep
Irzzlslil])cdlfang_ia\vaban tepat mengenal pcr'tanyaan-'pe':rtanyaan besar yang
menyangkut tujuan hidupnya, makna kchidupan ini, norma-norlma tyzng
mengatur kontak antar-manusia, perkembangan masyarakat secara tepat, dan

scbagamU);z-i an terakhir ini menunjukkan bahwa instrumen yang dijadikan

scbagai altematif dalam strategi kcbudayaan itu, salah satunya ada]'ah
berupa penghadiran norma-norma untuk mengatur kontak antar-manusia,
Jadi jelaslah bahwa hukum dalam makna sebagai sistem norma, merupakan

bagian dari strategi kebudayaan yang Jazim dipakai.
1. FUNGSIONALISASI HUKUM

Apabila empat faktor dasar yang disinggung di atas,_yaitu anthropos,
oikos, tekne, dan ethnos, harus diangkat kembali sebagai elemen-elemen
penyusunan strategi kebudayaan, maka segera dapat disimpulkan di sini
bahwa strategi kebudayaan itu adalah upaya terpadu yang memerlukan
kekuasan publik sebagai organisatornya. Hukum apabila dipakai sebagai
instrumen dalam strategi kebudayaan, jelas juga membutuhkan kekuatan
publik itu. Sukar dibayangkan hukum dapat efektif berlaku apabila tidak ada
dukungan otoritas yang eukup kuat untuk memaksakan keberlakuannya.
Dalam kaca mata penganut Positivisme Hukum dan Legisme, norma yang
tidak ditopang oleh otoritas demikian bahkan dinilai bukan sebagai hukum!

Strategi kebudayaan dengan demikian dipakai untuk menciptakan
suatu proses pembudayaan nilai-nilai yang makin kondusif, Nilai-nilai itu
sebenarnya sudah ada dalam substansi hukum dan telah diperkuat oleh
struktur hukum (pemegang otoritas kekuasaan publik). Substansi dan
struktur hukum ini pada awalnya hidup dalam lingkungan budaya hukum
tertentu, yang dalam derajat tertentu dinilai belum cukup baik, sehingga
perlu ditingkatkan. Artinya, strategi kebudayaan menggunakan hukum
untuk menjadikan individu dan kelompok individu tertentu agar
memperbaiki “budaya hukum”-nya ke arah yang dikehendaki.
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. 'I\{llz'n-mlal’yang fhmka“d dengan “budaya hukum” di sini seringkali
dlpakal’ istilah lain, yaitu “kesadaran hukum”, Konsep kesadaran hukum
menunjukkap adan.ya upaya aktif dari subjck hukum dalam rangka
melakukan lntemflll’SaSl pl]al-nilai yang terkandung dalam norma hukum.
Dengan langkalh ini a.khm}ya akan tercapai suatu derajat ketaatan kepada
h1'11(um yang sangat tinggl, yang mungkin dalam batas optimalnya dapat
dipersamakan dengan makna “imperatif kategoris”-nya Immanuel Kant.

Konsep “kesadaran hukum” dengan demikian tidak sekadar
moralitas tanpa penghayatan, Von Schmid menyebut moralitas seperti itu
sebagai “perasaan hukum” (rechtsgevoel), bukan “kesadaran hukum”
(rechtsbewutzijn) (Schmid, 1965: 63). Budaya hukum dalam arti luas
memang mencakup baik kesadaran hukum maupun perasaan hukum.
Budaya hukum yang baik selayaknya dibangun dengan dominasi kesadaran
hukum, yang jelas lebih rasional dan obyektif daripada sekadar perasaan
hukum.

Dalam dunia yang makin kompleks sekarang ini, fase-fase
kebudayaan tentu tidak lagi dapat disederhanakan seperti fase mitis dan
ontologis. Bagian terbesar dari perkembangan kebudayaan manusia terletak
pada fase fungsional. Ini berarti bahwa hukum pun tidak terlepas dari
pengaruh fungsionalisasi tersebut, schingga strategi kebudayaan yang
diambil harus pula memperhatikan kecenderungan-kencenderungan yang
muncul dalam fase itu.

Fungsionalisasi hukum sendiri bukan sesuatu yang baru dibicarakan.
Cukup banyak teori yang mendiskusikan topik ini, seperti teori Analogi
Organis dari Menenius Agrippa, yang telah ada pada jaman Romawi Kuno.
Di samping itu ada teori Analitis Mekanis dan teori Sibernetik. Dalam
bidang sosiologi, dikenal juga ada tokoh-tokoh penting yang banyak
membahas hal ini, seperti Emile Durkheim, Robert K. Marton, dan Talcott
Parsons.

Di antara teori-teori di atas, yang paling ekstrem
memfunsionalisasikan hukum adalah teori Sibenetik dari Norbert Wiener.
Teori ini dibangun mengikuti prinsip-prinsip matematika dan fisika.
Menurut Wiener:

...society can only be understood through a study of messages and the
communication facilities which belong to it; and thal in the future development of
these messages and communicalion facilities, messages between man and machines,
and between machine and machine, are destined to play a everincreasing part

(Wiener, 1950: 16).
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ugin mencgaskan, bahwa masyarukat hanya mungkip
pcncliliun terhadap pesun dan fasilitus komunikasi
mukan persamain yang signifikan

Wiener menc
1 pesan antara manusia dan mesin

g diterimanya melalui sistem saraf

Jadi Wiener

dapat dipahami melab

asyarakat 1.
an penerimual

an

yang ada di n
antara proscs pemherian d
Mantisia juga mengolah pesan-pesan y
yang mirip dengan sistem mekanik. |
Peragaan fungsionalisusi hukum menunjikkan satu pola yang pastj

a menjadi relasi duri fungsi-fingsi

bahwa hukim dapat dimckanisasi schingg
(erientu (lihat: Rasjidi & Putra, 1993 35 el seq). Scperli yang dikhawatirkan
olch Peursen, fungsionalisasi seperti ini tentu membawa bahaya, yaity
mitnculnya operasionalisme hukum.

n menjadikan hikum bersifat demikian

Operasionalisme hukum aka

k dan buruknya nilai yang diemban dala
ampailal ia pada taraf opcrasionalisasi semata

idcalnya menjadi bagian esensial dalam
tcrkedepankan lagi. Semua norma
atu nilai saja, yaitu kemanfaatan

pragmais. Bai
tereduksi, schingga menjadi
Nilai kcadilan dan kepastian yang
norma hukum menjadi tidak begitu
hukum sclalu bermuara kepada s

(utililarianismc).
Strategi kebudayaan yang mengarah kepada fungsionalisme hukum
ali secara waspada., Pembangunan hukum

{erscbut harus benar-benar dicerm
Indonesia selama era 32 tahun orde baru, secara sadar maupun tidak
sesungguhnya tclah mengimitasi pola strategi kebudayaan yang keliru,

B?hlI(an, mungkin lebih kelirn daripada yang dibayangkan oleh van Peurse
Nllal-njlai hukum dijadikan scbagai pesan yang dialnrkan secara linear d ;
komunikator (penguasa) kepada para komunikan nntuk mencapai ta o
tertentu. Sayangn?fa, alur itu tidak pernah mengalami pembalikan sehinrgel
516::;1 a;laa;:l ll((;(l:;l;]]k.aklor ti(lijak] scbal?ding dengan nmpan balik yang’dil:neriﬁf;l

' nunikan. Dalam onteks terteniu, umpan balik demiki
bahkan tclah ditutup rapat, schingga di sana sini D keb e
komunikasi. Di sisi lain, largel yang ditetapkan ];lurtlcrlJ(?: ll o o
E:::y;rgpangal'l-pcnylmpangan. Nljlui kemanfaatan ying (Ti]l{(l:;ia]:ezﬁlaml
ya dirasakan olch sebagian kecil anggota masyarakat &

IV. ORIENTASI NILAI BUDAYA

Kebuday: iuki
relasi tcrhadl:l(:)dzgsga (‘hlu‘k iskan sccara “fungsionul” yaitu sebagai suatu
suala proses beltin na hidup Kita sendiri. Kebudayaan lalu tampak sebagai
an kebudayaan tidak mungki .
gkin terlaksana di Inar
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keberhasilan fungsionalisasi lukum scbagai salah satt
terscbut. Dengan cara ini pula, alur hubungan ant
komunikan dapat berjalan dengan baik dan sehat, sert

dalam bahaya operasionalisme yang mematikan fun
itu.

I strategi kebudayaan
ara komunikator dan
a tidak mudah terjebak
gsi hakiki dari hukum

V. PENUTUP

| Pertanyaan yang mungkin perlu diajukan sebagai catatan penutup
tghsan adalah: strategi kebudayaan yang bagaimana yang seharusnya
dikembangkan .dglam fungsionalisasi hukum itu? Terys terang, bahwa
pertanyaan demikian tidak mudah dijawab kecuali sekadar sebagai tawaran
hipotetis.

Pertama, kita perlu menggarisbawahi bahwa fungsionalisasi hukum
itu sendiri bukan sesutu yang buruk. Bahkan, dalam fase kebudayaan
dewasa ini, strategi kebudayaan yang seperti itulah yang perlu
dikembangkan.

Kedua, untuk menghindari bahaya operasionalisme dalam strategi
demikian, perlu ada dukungan yang cukup dari ketiga unsur sistem hukum.
Maksudnya adalah, substansi hukum yang dirumuskan dalam norma hukum
itu harus berkualitas, didukung oleh struktur hukum yang berwibawa serta
bekerja secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada prasyarat berupa budaya
hukum yang kondusif dan terinternalisasi dengan baik. Prasyarat tadi adalah
modal awal yang harus dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

Upaya untuk menghidangkan substansi hukum yang bermutu,
struktur hukum yang berwibawa, dan budaya hukum yang kondusif,
sesungguhnya sudah inklusif sebagai bagian dari strategi kebudayaan,
Organisator yang bertugas mendesain dan melaksanakan strategi
kebudayaan itu perlu didukung oleh data yang memadai. Data tersebut
sebenamnya termasuk dalam pengertian substansi hukum juga. Dalam hal ini
peran peneliti-peneliti hukum profesional sangat diperlukan. Pendeknya,
strategi kebudayaan dengan mengfungionalisasikan hukum tidak akan
pernah berhasil apabila penelitian hukum kita masih memprihatinkan seperti
sekarang ini.

Ketiga, mengatasi dan mengawali segala langkah-langkah tersebut,
perlu ada kemauan politik yang kuat untuk mendesain dan melaksanakan
strategi kebudayaan yang akan dan telah disusun. Bagaimanapun hrfu'.us
disadari bahwa hukum adalah produk politik, dan sebagai produk politik,
hukum tidak dapat berfungsi baik tanpa ada kemauan politik yang jelas.
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